
BUPATI SEMARANG . 

PERATURAN BUPATI SEMARANG 

NOMOR /OS TAHUN 2012 

TENTANG 

SALINAN _ _i 

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH KEPADA 
· KELOMPOKMASYARAKAT UNTUKBANTUAN PENYELENGGARAAN PAKET A 

DI KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2012 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI SEMARANG, 

a. · bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di 
Kabupaten Semarang, Pemerintah Kabupaten Semarang 
memperoleh bantuan keuangan bidang pendidikan dari 
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berupa bantuan 
penyelenggaraan pendidikan Paket A, yang dialokasikan 
dalam Anggaran Pendapatan · dan Belanja Daerah 
Kabupaten Semarang ke dalam hibah penyelenggaraan 
Paket .A; . 

b. bahwa agar dalam pelaksanaan hibah berupa bantuan 
penyelenggaraan Paket A . di Kabupaten Semarang 
sebagaimana · dimaksud dalam huruf a dapat berjalan 
lancar, terkendali · sesuai sasarari, berdaya guna dan 
berhasil guna, serta dapat dipertanggungjawabkan, 
maka perlu dis.usun pedoman pelaksanaannya; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
· dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu 
ditetapkan dengan · Peraturan Bupati Semarang; 

1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 

· Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 
2. lJndang - Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang 

Perubahan Batas - batas Wilayah Kotapraja Salatiga dcUl 
Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran 

· .. Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 1652 ); 



y 

3. Undang ·- Undarig Nomor · 17 Tahu;n 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286 ); 

4 . Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang 
Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran 
Negara Republikindonesia Nomor 4301 ); 

5. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan . Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republiklndonesia Nomor 4355); 

• . 6. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan. Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara . 
Republik Indonesia Nomor 4400 ); 

7. Undang ..., Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 
Sistem . Pembangunan Nasional (Lembaran · Negara 
Republik Indo.nesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421·'); 

8. . Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahuri 2004 Nomor 125, Tambahan Lemba.ran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang -
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomo'r 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia .Nomor 4844 .); 

9 . Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079 ); 

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor ·S234); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang 
Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3079); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang 
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya 1'aerah Tingkat II 
Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 
Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3500); 

. 13. 'Peratµran Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik . 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambaha.n Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 



14. Peratu.ran Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Iridoriesia Tahun 2005 Nomor 13, Tambahari 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, 
Tambahan · Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5155); 

15: Peraturan Pemerintah Nomor · 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan D~erah (Lembaran Negara 
Republik Indones1a Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 25, Tarilbahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia N omor 4614); · 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan · Daerah 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri . Nomor 21 
Tahun 2011 ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tah:.un 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

18 . . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012; 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor .32 Tahun 2011 
tentang Pedoman Pemb~rian Hibah dan Bantuan Sosial 
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah; · 

20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 
Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2012; 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 
Tahun 2008 tentang Pokok-pokok . Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13); 

22. Peraturan Daetah Kabupaten Semarang Nomor 18 
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas 
Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah 
Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 18, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2011 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang 
Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran 
Daerah Kabupaten Se.maran Tahun · 2011 · Nomor 2, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang 
Nomor 2); · 
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Menetapkan 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 
2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012 ( Lembaran 
Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2012 Nomor 1 ); 

24. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 69 Tahun 
2011 ten tang Penjabaran Anggaran dan Belanja Daerah 
Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2012; 

25. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 
2011 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan 
Anggaran dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah 
Tahun Anggaran 2012; 

26. Peraturan Bupati Semarang Nomor 118 Tahun 2011 
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial 
yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 
2011 Nomor 118); 

27. Peraturan Bupati Semarang Nomor 1 Tahun 2012 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012 
(Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2012 
Nomor 1 ); 

28. Peraturan Bupati Semarang Nomor 2 Tahun 2012 
tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun 
Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Semarang 
Tahun 2012 Nomor 2); · 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN 
PEMBERIAN HIBAH KEPADA KELOMPOK MASYARAKAT 
UNTUK BANTUAN PENYELENGGARAAN PAKET A DI 
KABUPATEN S~MARANG TAHUN ANGGARAN 2012. 

Pasal 1 

Pedoman Pelaksanaan Pemberian Hibah Kepada Kelompok Masyarakat untuk 
Bantuan Penyelenggaraan Paket A Di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 
2012 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
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Pasal 2 

Peratu.ran Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang. 

Diundangkan di Ungaran 
pada tanggal .!,O - CJY - :101 ~ 

eM~\l~ 

DAERAH 
MARANG 

ii 

Ditetapkan di Ungaran 

·--.ti~ ~~~l.,C;:t~L~"'-·- 30 - ~y- ,;JO/~ 
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~~ffl'A DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2012 NOMOR .f.f!S 



LAMPIRAN 
PERATURAN BUPATI SEMARANG 
NOMOR /os TAHUN :/(!)/2. 

·TENTANG 
PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN 
HIBAH KEPADA KELOMPOK 
MASYARAKATUNTUK BANTUAN 
PENYELENGGARAAN PAKET A DI 
KABUPATEN SEMARANG TAHUN 
ANGGARAN _2012 

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH KEPADA KELOMPOK -
MASYARAKAT UNTUK BANTUAN PENYELENGGARAAN PAKET A 

DI KABUPATEN SEMARANGTAHUN ANGGARAN 2012 

I. PENDAHULUAN. 

· A. Latar ·Belakang . 

. Mencerdaskan kehiclupan ba~gsa merupakan salah satu 
amanah Pembukaan Undarig-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945, selanjutnya dalam Pasal 31 ayat" (1) 

· ditegaskan · 1ebih lanjut bahwa setiap · warga negara berhak 
memperoleh pendidikan. Mewujudkan amanah tersebut, Pemerintah 
telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang 
Sistem · Pendidikan Nasional yang pada pelaksanaannya .di daerah 

a sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerin:tahan Daerah, Pembangunan Pendidikan ~esuai dengan BAB 
II Pasal 3 .. Undang-Undang Nomor 20 ':l'ahun 2003 tentang . Sistem 
Pendidikan Nasional untuk mengembangkan potensi peserta didik 
agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan 
Yang Maha Esa, berakhak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 
man:diri dan menjadi warga negara yang demokratis serta tanggung 
jawab. 

Guna mewujudkan pendidikan yang bermutu dan menjangkau 
seluruh masyatakat· Kabupaten Semarang khususnya untuk 
pelayanan pendidikan pada program Paket A membutuhkan dana 
yang cukup besar. Sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan 
dan teknologi, sekolah dituntut untuk mampu rneningkatkan 
kualitas pelayanan dan penyelenggaraan pendidikan serta outputnya. 

· Mencermati kondisi ini Pemerintah Kabupaten Semarang 
berupaya untuk · meningkatkan peran sekolah .dalam rangka 
memeninri ',8 (delapan) standar nasional pendidikan secara bertahap 
sesuai kemampuan daerah. Bantuan keuangan Bidang Pendidikan 
dari Pemerintah Provinsi' Jawa Tengah dan pendarnpingannya 
~~r-upakan salah satu bentuk peran aktif dari Pemerintah Provinsi 
Ja:wa Tengah untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan di 
Jawa Tengah khususnya di Kabupaten Semarang. · 
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· Sehubungan dengan hal tersebut diatas, untuk bantuan 
penyelenggaraan Paket A akan disalurkan dengan cara hibah. Ag~r 
pelaksanaan pemberian . hibah dimaksud dapat berjalan efektif, 

.· efisien dan tepat sasai-an dari dapat dipertanggungjawabkan, maka 
perlu disusun Pedoman Pelaksanaan Pemberian Hibah Kepada 

. Kelompok Masyarakat untuk Bantuan Penyelenggaraan Paket A di 
Kabupaten Semarang. 

Maksud dart Tujuan . . ." 

Maksud dan · tujuan pemberian hibah adalah untuk perluasan . 
akses maupun peningkatan mutu pendidikan pada penyelenggara 
Program Paket A. · 

II. SASARAN. 

Sasaran pemberian hibah adalah Penyelenggara Program Paket A di 
wilayah Kabupaten Semarang yang memenuhi persyaratan. 

III. KRITERIA BANTU AN. 

A. Jenis Belanja Bantuan dan Kelompok Belanja Bantuan. 

1. Jenis. belanja bantuan adalah Belanja Hibah Kepada Kelompok 
Masyarakat untuk Bantuan Penyelenggaraan Paket A di 
Kabupaten Semarang Tahun .Anggaran 2012; 

2. Kelompok belanja bantuan adalah belanja tidak langsung. 

iii B. Bentuk Bantuan. 

c. 

Bantuan diberikan dalam bentuk uang yang besarnya bantuan dan 
·· penerima bantuan selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati 

Semarang. 

Penerima dan Besaran Bantuan. 

Besaran Hibah Kepada Kelompok Masyarakat untuk Bantuan 
Penyelenggaraan Paket A di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 
2012 diberikan sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus 
ribu rupiah) untuk masing-masing penerima bantuan yang 
selanjutnya penerima dan pesaran bantuan ditetapkan lebih lanjut 
dengan Keputusan Bupati Semarang: 

Penggunaan Bantuan. 

Hibah Kepada Kelompok Masyarakat untuk Barituan 
Penyelenggaraan Paket A di Kabupaten Semarang dapat digunakan 
urituk: 
1. pengadaari bahan belajar; 
2. pengadaan alat tulis; 
3. biaya transportasi tutor; 
4. fasilitas keterampilan/ kewirausahaan. 
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IV. KRITERIA PENERIMA BANTU AN. 

. V. 

Penerima Hibah . Kepada Kelompok Masyarakat untuk Bantuan 
Penyeienggaraan Paket A di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012 
adalah Penyelenggara Program Paket A yang memenuhi persyaratan 
sebagai berikut: 
A. lembaga telah berbadan ·hukum yang dibuktikan dengan akta notaris; 
B. memiliki ijin penyelenggaraan · / operasional dari Dinas Pendidikan 

Kabupaten Semarang dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten 
Semarang; 

C. memililci Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama lembaga; 
. D. aktif melaksanakan .kegiatan pembelajaran dengan warga belajar paling 

sedikit 40 (empat puluh) orang; 
E. usia warga belajar di atas · 1s (delapan belas) tahun dan yang belum 

· menyelesaikan ._ pendidikan dasar setingkat .. Sekolah Dasar (SD) / 
Madrasah lbtidaiyah (MI); 

MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN . 

A. Tata Cara. Pengajuan Bantuan. 

Pengajuan Hibah dilakukan dengan mengajukan Proposal yang 
ditujukan Kep1;1da Bupati Semarang melalui Kepala Dinas Pendidikan 
. Kabupaten Semarang ·yang dilampiri dengan Rencana Anggaran Biaya 
(RAB) dari kegiatan yang diajukan. 

B. Tata Cara Penyeleksian Penerima Bantuan. 

Proses seleksi dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang 
dengan melakukan verifikasi dan · pengkajiari terhadap proposal 
perinohonan bantuan · yang diajukan oleh masing - masing calon 
penerima bantuan serta kelengkapan dari proposal yang dimaksud. 
Hasil verifikasi dan kajian tersebut dipergunakan untuk penilaian dan 
penetapan penerima bantuan. 

C. Tata Cara Penetapan Penedma Bantuan. 

Bupati Semarang menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan 
yang · akan dihibahkan dengan Keputusan Bupati Semarang 
berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 
2012 dan Peraturan Bupati Semarang tentang Penjabaran Anggaran 

· Pendapatan cl.an Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 
2012. 

D. Tata Cara Penyaluran Bantuan. 

1. 

2. 

3. 

Bantuan dialokasikan ke penyelenggara Program Paket A penerima 
bantuan; . 
penyelenggara Program · Paket A penerima bantuan harus 
membuka rekening bank atas nama Kepala Lembaga dan 
bendahara penyelenggara Program Paket A 
Bantuan berbentuk uang langsung masuk ke masing-masing 

_ rekening penerima bantuan; 
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4. penyelenggara Program Paket A penerima bantuan dapat langsung 
mencairkan uang ke · Bank sesuai dengan Keputusan Bupati 
Semarang tentang Penetapan Penerima dan Besarart Bantuan dan 
pelaksanaannya harus sesua1 dengan Ketentuan Peraturan 

· .. Perundang-undangan. · 

· E . . M·ekanisme Pertanggungjawal.Jan. 

1. Penerima bantuan bertanggungjawab secara formal dan material 
. atas penggunaan hibah yang diterimanya sesuai dengan Keterituan 
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; 

2. . . Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (SPJ) dibuat sesuai isi 
proposal yang diajukan . baik jumlah maupun · jenis belanja yang 
diajukan; 

3. Penerima bantuan berkewajiban menyampaikan Berkas Laporan 
Pertanggungjawaban Keuangan (SPJ) paling larnbat tanggal 31 
Desember 2012 kepada Bupati Semarang melalui Pejabat Pengelola 
Keuangan Daerah setelah diverifikasi Dinas Pendidikan Kabupaten 
Semarang meliputi : 
a. Laporan penggunaan hibah; 
b. Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa 

hibah yang diterima telah digunakan sesuai Naskah Perjanjian 
Hibah Daerah; 

c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan 
Ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 

VI. PENGAWASAN DAN SANKS!. 

A. Pengawasan. 

1. . Pengawasan dilakukan dengan menggunakan sistem : 
a. Pengawasan melekat yaitu pengawasan oleh aparat secara 

vertikal . yang mempunyai tugas dan tanggung jawab 
mengadakan pembinaan dan pemantauan; 

b. Pengawasan fungsional yang dilakukan oleh Inspektorat 
Kabupaten Semarang. 

2. Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi 
a. Penetjma bantuan wajib melaporkan kegiatan yang berkaitan 

dengan bantuan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten 
Semarang; . 

b. Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang melakukan monitoring 
dan evaluasi atas pemberian hibah; · 

c. Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalarn 
. huruf b disampc1ikan kepada Bupati Semarang dengan 
tembusan kepada Inspektur pada Inspektorat Kabupaten 
Semarang. · 

B. Sanksi. 

Apabila terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan dalam kegiatan 
peniberian dart penggunaan hibah yang diatur dalam Pedoman 

. Pelaksanaan ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan Ketentuan 
Peratu.ran Perundang-undangan yang berlaku. 
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VII. PENUTUP: 

Pedoman pelaksanaan ini merupakan acuan atau .dasar, pegangan bagi 
pelaksanaan pemberian · Hibah Kepada Kelompok Masyarakat untuk 
·aantuan Penyelenggaraan Paket A di Kabupaten Semarang Tahun 
Anggaran 2012. 


